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Outline

1. Disclaimer

2. Peraturan perundang-undangan yang relevan

3. Overview SNI ISO 37001:2016, Klausul-klausul dalam

SNI ISO 37001:2016 & Penerapanya di Inspektorat

Kota Bogor

4. Penutup



Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak 

akan terjadi atau akan terjadi yang berkaitan dengan organisasi, 

karena risiko penyuapan tidak mungkin dihilangkan secara 

total.

Namun, dapat membantu organisasi menerapkan rancangan 

yang wajar dan proporsional untuk mencegah, 

mendeteksi dan menanggapi 

penyuapan.
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Disclaimer



Peraturanperundang-undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri  
Sipil;

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah;

• Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang  
Pelaporan Gratifikasi.



Perma No.13 Tahun 2016 TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
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Mengapa Manajemen Risik



Pahami 

Bedanya

• Berhubungan dengan jabatan
• Bersifat tanam budi

• Tidak membutuhkan
kesepakatan

• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan secara

rahasia dan tertutup

• Ada permintaan sepihak dari
penerima (pejabat)

• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa

Contoh:

Pengusaha memberi

hadiah voucher belanja

kepada PNS karena

merasa terbantu dalam

pengurusan perizinan

Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender 

untuk memberikan sejumlah uang dengan

ancaman akan menggugurkan calon

peserta tersebut

Contoh:

Pengusaha menyuap pejabat

pemerintah untuk

mendapatkan proyek



10 Lembaga dengan Temuan Kasus Korupsi Terbanyak

(sumber ICW, 2020)

Sumber grafik: katadata.co.id

* kejaksaan, 

kepolisian, pengadilan
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Area Rentan (Risiko Tinggi) Penyuapan

Sumber : Adnan Pandu Praja Komisioner KPK (2011-2015) dan Anggota ISO/TC 309 Governance of Organizations, 2021 
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Area Rentan (Risiko Tinggi) Penyuapan

Sumber : Adnan Pandu Praja Komisioner KPK (2011-2015) dan Anggota ISO/TC 309 Governance of Organizations, 2021 
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Area Rentan (Risiko Tinggi) Penyuapan

Sumber : Adnan Pandu Praja Komisioner KPK (2011-2015) dan Anggota ISO/TC 309 Governance of Organizations, 2021 
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SNI ISO 37001??
Standar yang merinci persyaratan dan 

menyediakan panduan untuk

menetapkan, menerapkan, 

memelihara, meninjau dan 

meningkatkan

sistem manajemen anti penyuapan.

PROSES PDCA

Dirancang bagi organisasi untuk:

1. Menaati peraturan perundang-

undangan

2. Memiliki kemampuan untuk :

Mencegah (Prevent)

Mendeteksi (Detect)

Menangani (Respond)



6 Prinsip SNI ISO 37001
sumber: UK Bribery Act 2010 Guidance
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Konsep Kunci

SNI ISO 37001

Konsep Kunci

SNI ISO 37001

Prinsip –

Prinsip

Manajemen



Sumber: Kitab Anti Suap - Cara Mudah Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001:2016 
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Konsep Kunci

SNI ISO 37001

Siklus Plan –

Do – Check -

Act



PLANPLAN

4. KONTEKS 

ORGANISASI

5. 

KEPEMIMPINAN

6. 

PERENCANAAN
7. DUKUNGAN 8. OPERASI

9. EVALUASI 

KINERJA

10. 

PENINGKATAN

4.1 Organisasi

dan konteksnya

4.2 Kebutuhan & 

harapan p. 

kepentingan

4.3 Lingkup

SMAP

4.4 SMAP

5.1 

Kepemimpinan

dan Komitmen

5.2 Kebijakan

Penyuapan

5.2 Kebijakan

Anti 

Penyuapan

5.3 Peran, tanggung

organisasi

5.3 Peran, tanggung

jawab dan 

wewenang

organisasi

6.1 Tindakan yg

ditujukan pd risiko

& peluang

6.2 Sasaran anti 

penyuapan dan 

rencana mencapainya

7.1 Sumber

daya

7.2 Kompetensi

7.3 Kepedulian

& pelatihan

7.4 Komunikasi

8.1 Perencanaan

& pengendalian

operasi

8.2 Uji 

Kelayakan

8.3 Pengendalian

keuangan

8.4 Pengendalian

non keuangan

8.5 Penerapan

pengendalian AP 

org. ydk & rkb

4.5 Penilaian4.5 Penilaian

Risiko

Penyuapan

7.5 Informasi

i

7.5 Informasi

terdokumentas

i

8.6 Komitmen

anti penyuapan

8.9 8.9 

Meningkatkan

Kepedulian

8.10 Investigasi

dan Penanganan

Antipenyuapan

8.8 Mengelola8.8 Mengelola

ketidakcukupan

pengendalian AP

8.7 Hadiah, kemurahan

hati, sumbangan & 

keuntungan serupa

DODO

9.1 Pemantauan, 

Pengukuran, 

analisis & evaluasi

9.2 Audit 

Internal

9.3 Tinjauan

Manajemen

10.1 

korektif

10.1 

Ketidaksesuaian

& Tindakan 

korektif

10.2 10.2 

Peningkatan

berkelanjutan

CHECKCHECK ACT

9.4 Tinjauan

FKAP

Struktur Tingkat 

Tinggi SNI ISO 37001
(High Level Structure)
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Panduan SMAP 

ITDA Bogor



4 Konteks Organisasi

Memahami organisasi dan konteksnya

Memahamami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan

Menentukan lingkup system manajemen anti penyuapan

Sistem manajemen anti penyuapan

Penilaian risiko penyuapan



TUJUAN : Mengidentifikasi Isu internal dan eksternal yang mempengaruhi 

organisasi dalam mencapai sasaran hasil yang diinginkan dari SMAP

Human Resourches

Facilities

Financial 

Inbound 

logistic

Production 

and 

operation

Outbound 

logistic

Marketing 

and Sales

Service

Output : Daftar/Tabel Isu internal 

dan eksternal

S
u
p
p
o
rt

 a
c
ti
v
it
y

P
ri
m

a
ry

 

a
c
ti
v
it
y

Strategic 
Aligment

Anti Bribery 
Objectives

Corporate 
objective

4 Konteks Organisasi

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
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Internal

Pegawai

Manajer

Pemilik

Eksternal

Konsumen
Supplier

Masyarakat
Pemerintah

Kreditor

Shareholder

Non Profit

Komunitas

Donor

Relawan

Organis
asi

TUJUAN : Menentukan pemangku kepentingan, dan persyaratan yang relevan dari 

pemangku kepentingan

Output : Daftar Pemangku Kepentingan, kebutuhan dan harapannya

4 Konteks Organisasi

4.2 Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
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Menentukan lingkup system manajemen anti penyuapan

23

Ruang Lingkup SMAP 

mempertimbangkan: 

1. Isu internal dan Eksternal

(4.1)

2. Persyaratan Stakeholder 

(4.2)

3. Hasil dari penilaian resiko

(4.5)

Ruang Lingkup tersedia sebagai

Informasi Terdokumentasi



4.5 Penilaian Resiko Penyuapan

• Fondasi dari SMAP.

• Merefleksikan risiko penyuapan aktual yang dihadapi  oleh organisasi.

• Ketiadaan informasi yang negatif tidak berarti rekan bisnis tidak memiliki risiko 

penyuapan.

• Seluruh unit pemilik risiko (UPR) harus dibangun lingkungan  pengendaliannya 

dengan menyusun dokumen penilaian risiko.

• risiko suap dan risiko mutu atau kinerja.

EvaluasiAnalisaIdentifikasi

Dampak Kemungkinan kejadian

Output : Tabel analisis resiko setiap tahapan kegiatan
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• Identifikasi Risiko

• Penilaian Risiko

• Rencana Tindak Pengendalian



Manajemen
Puncak

Fungsi
Kepatuhan Anti 

Penyuapan FKAP

Dewan
Pengarah

Fungsi Pengawasan dan

Pengarahan (sesuai klausul

5.1.1)

Fungsi Kepemimpinan

(klausul 5.1.2)

Fungsi Pengelolaan ABMS 

(sesuai klausul 5.3.2)

T

A

T

A

K

E

L

O

L

A

Kebijakan Anti 

Penyuapan

Tersedia sebagai 

informasi 

terdokumentasi, 

dikomunikasikan kepada 

stakeholder
Output : Terdapat fungsi tersebut diatas yang melekat di organisasi

Penjabaran tugas dan fungsi dari Jabatan tersebut

Kepemimpinan



5.1 Kepemimpinan dan 
Komitmen

• Dewan pengarah: 
menyetujui kebijakan anti 
suap, memastikan strategi
dan kebijakan sejalan, 
meninjau SMAP, 
menyediakan SD yg cukup, 
melakukan pengawasan yg
wajar. DP bisa dirangkap
oleh MP (jika tdk tersedia)

• Manajemen Puncak (MP): 
memastikan SMAP dapat
diterapkan, dipelihara dan
ditinjau, daapt
diintegrasikan, 
menyediakan SD yg cukup, 
mengkomunikasikan
kepada internal dan
eksternal, mempromosikan
budaya anti suap dan
peningkatan berkelanjutan, 
dll

• Dewan pengarah: 
menyetujui kebijakan anti 
suap, memastikan strategi
dan kebijakan sejalan, 
meninjau SMAP, 
menyediakan SD yg cukup, 
melakukan pengawasan yg
wajar. DP bisa dirangkap
oleh MP (jika tdk tersedia)

• Manajemen Puncak (MP): 
memastikan SMAP dapat
diterapkan, dipelihara dan
ditinjau, daapt
diintegrasikan, 
menyediakan SD yg cukup, 
mengkomunikasikan
kepada internal dan
eksternal, mempromosikan
budaya anti suap dan
peningkatan berkelanjutan, 
dll

5.2 Kebijakan Anti 
Penyuapan

• MP harus menetapkan, 
memeliharan dan
meninjau kebijakan anti 
suap dg melarang adanya
penyuapan, patuh UU, 
sesuai tujuan organisasi, 
komitmen memenuhi
persyaratan SMAP, 
mendorong peningkatan
kepedulian yg wajar, 
komitmen peningkatan
berkelanjutan

• Kebijakan anti penyuapan: 
harus didokumentasikan, 
dikomunikasikan, tersedia
untuk stakeholder yang 
relevan

• MP harus menetapkan, 
memeliharan dan
meninjau kebijakan anti 
suap dg melarang adanya
penyuapan, patuh UU, 
sesuai tujuan organisasi, 
komitmen memenuhi
persyaratan SMAP, 
mendorong peningkatan
kepedulian yg wajar, 
komitmen peningkatan
berkelanjutan

• Kebijakan anti penyuapan: 
harus didokumentasikan, 
dikomunikasikan, tersedia
untuk stakeholder yang 
relevan

5.3 Peran, tanggung jawab
dan wewenang organisasi

• MP -> bertanggungjawab
seluruh penerapan

• FKAP -> ditugaskan oleh
MP untuk mengawasi
rancangan dan
penerapannya, 
menyediakan petunjuk dan
panduan, memastikan
penerapan SMAP sesuai
persyaratan SNI, 
melaporkan kinerja SMAP 
ke dewan pengarah (jika
ada) dan manajemen
puncak.

• Syarat FKAP: punya akses
langsung dan cepat ke DP, 
kompetensi, status, 
tanggungjawab dan
kemandiriannya sesuai.

• Pendelegasian wewenang: 
prosesnya ditetapkan dan
dipelihara, ditinjau secara
berkala.

• MP -> bertanggungjawab
seluruh penerapan

• FKAP -> ditugaskan oleh
MP untuk mengawasi
rancangan dan
penerapannya, 
menyediakan petunjuk dan
panduan, memastikan
penerapan SMAP sesuai
persyaratan SNI, 
melaporkan kinerja SMAP 
ke dewan pengarah (jika
ada) dan manajemen
puncak.

• Syarat FKAP: punya akses
langsung dan cepat ke DP, 
kompetensi, status, 
tanggungjawab dan
kemandiriannya sesuai.

• Pendelegasian wewenang: 
prosesnya ditetapkan dan
dipelihara, ditinjau secara
berkala.(See. Annex A.5)

(See. Annex A.6)
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KomitmenManajemenPuncak

Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan, Inspektur Kota Bogor selaku manajemen puncak

sekaligus merangkap sebagai Dewan Pengarah memiliki

tugas :

1. Menyetujui kebijakan anti penyuapan inspektorat;

2. Memastikan strategi dan kebijakan anti penyuapan

Inspektorat Daerah Kota Bogor sejalan;

3. Menerima dan meninjau informasi tentang isi dan

operasi dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada

waktu yang direncanakan;

4. Memastikan sumber daya yang cukup dan tepat yang

diperlukan telah tersedia, dialokasikan dan ditentukan

untuk operasi yang efektif untuk operasi Sistem

Manajemen Anti Penyuapan;

5. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap

penerapan dan keefektifan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan di Inspektorat Daerah Kota Bogor;

6. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

termasuk kebijakan sasaran, ditetapkan, diterapkan,

dipelihara dan ditinjau secara cukup yang dimaksudkan

untuk mengatasi risiko penyuapan pada organisasi

7. Memastikan integrasi persyaratan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan kedalam proses organisasi;

8. Mengomunikasikan secara internal pentingnya manajemen

anti penyuapan yang efektif dan memenuhi persyaratan

Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

9. Memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang

secara tepat untuk mencapai sasaran;

10. Mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi

pada keefektifan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

11. Mempromosikan budaya Anti Penyuapan yang sesuai di

organisasi;

12. Mempromosikan peningkatan berkelanjutan;

13. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk

memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan

mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung

jawab mereka;

14. Mendorong penggunaan prosedur pelaporan untuk

penyuapan yang dicurigai dan aktual; dan

15. Memastikan tidak ada personel yang menderita tindakan

pembalasan diskriminasi atau disipliner terhadap laporan

yang dibuat dengan itikad baik atau atas dasar keyakinan

yang wajar terhadap pelanggaran atau pelanggaran yang

dicurigai dari kebijakan anti penyuapan.
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KebijakanSMAP ITDA Bogor



Tindak lanjut pengaduan
masyarakat

Tindak lanjut pelaporan
gratifikasi

Tindak lanjut benturan
kepantingan

Penegakan sanksi

Pelatihan anti penyuapan

Zero 
Tolerance

Output : Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya

6 Perencanaan

6.2 Sasaran Anti Penyuapan dan Perencanaan untuk

mencapainya



Prinsip untuk Anti Penyuapan

• hindari/menolak segala bentuk

penyuapan (zero tolerance)
No BriberyNo Bribery

• hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik

dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnyaNo KickbackNo Kickback

• hindari /menolak pemberian hadiah atau gratifikasi yang 

bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlakuNo GiftNo Gift

• hindari/menolak penyambutan dan 

jamuan yang berlebihan

No Luxurious 

Hospitality

No Luxurious 

Hospitality

31
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SasaranAnti Penyuapan



7 Dukungan

Sumber daya

Kompetensi -> Umum dan Proses memperkerjakan

Kepedulian dan pelatihan

Komunikasi

Informasi terdokumentasi



Manusia

• Jumlah

• Kompetensi

Fisik

• Hard

• Soft

Keuangan

•Operasional

•Sosialisasi

•Pelatihan

•Investigasi

7 Dukungan

7.1 Sumber Daya

(See. Annex A.7)



7.2.2Proses Mempekerjakan

• Uji kelayakan dilakukan pada orang sebelum mereka dipekerjakan, termasuk bagi

personel yang akan dimutasikan atau dipromosikan.

• Hal ini untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa mereka akan

mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan sistem manajemen anti

penyuapan.

• (1) Panduan SMAP poin 7.2.2; (2) Prosedur Uji Kelayakan; (3) Form Due Diligence

Personil

Output : 

Kode etik

Komitmen anti penyuapan

Uji Kelayakan kepada personel

Tabel kompetensi terutama untuk posisi yang terkait dengan tata kelola SMAP 

dan posisi hot job hot spot

NO FUNGSI KOMPETENSI TAMBAHAN

1 Bagian pengadaan  Pemahaman SNI ISO 37001

 Pengetahuan tentang uji kelayakan (vendor/supplier)
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A.8.3 Conflict of Interests

• Organisasi sebaiknya secara jelas menginformasikan ke  

seluruh personel tentang kewajiban melapor bila ada konflik  

kepentingan seperti hubungan keluarga, hubungan keuangan  

atau lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang  

berkaitan dengan pekerjaannya.

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala.  

Pemantauan dilakukan per bulan dan Evaluasi dilakukan per  

semester.



Organisasi harus memastikan:
• Organisasi harus memberikan kepedulian dan pelatihan anti  penyuapan untuk personel secara berkala. 

Pelatihan ditujukan untuk membantu memastikan personel yang relevan mengerti sesuai dengan perannya.

• Organisasi harus menerapkan prosedur yang ditujukan pada  kepedulian dan pelatihan anti penyuapan
untuk rekan bisnis yang  dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah.  Prosedur ini harus
mengidentifikasi rekan bisnis dimana kepedulian dan pelatihan itu diperlukan, isinya, dan sarana pelatihan
harus disediakan.

• Pelatihan ini sendiri dapat diselenggarakan oleh rekan bisnis, atau pihak yang ditunjuk atau dilakukan oleh 

organisasi sendiri.  Organisasi dapat mengomunikasikan kewajiban ini ke rekan bisnis dalam berbagai cara, 

termasuk bagian dari pengaturan kontrak.

Output: - Program pelatihan dan kepedulian

tersedia dalam informasi terdokumentasi

Pelatihan
dan

kepedulian

(sosialisasi
)

Kewajiban
mematuhi
kebijakan

SMAP

Resiko
penyuapan dan
kerusakannya
dalam kaitan

dengan tupoksi

Mengenali
dan

menanggapi
penyuapan Kontribusi dalam

mencegah dan
menghindari
penyuapan

Bagaimana dan
kepada siapa
melaporkan

suap

7.3 Kepedulian dan Pelatihan

(See. Annex A.9)



Output: Tabel rencana komunikasi

7 Dukungan

7.4 Komunikasi

Inspektorat Daerah Kota 

Bogor menetapkan media 

komunikasi rutin melalui 

rapat pimpinan tahunan 

untuk membahas hal-hal 

terkait kinerja yang 

dilakukan minimal 1 (satu) 

tahun sekali. Rapat 

koordinasi rutin juga 

dilakukan 1 (satu) bulan 

sekali untuk mengevaluasi 

hal-hal terkait pekerjaan di 

lingkungan Inspektorat 

Daerah Kota



7.5 Informasi Terdokumentasi

1. Kebijakan anti penyuapan

2. Ruang lingkup

3. Sasaran anti penyuapan

4. Kebijakan, prosedur dan kendali sistem manajemen

anti penyuapan

5. Hasil risk assessment

6. Kompetensi

7. Penyediaan pelatihan anti penyuapan

8. Pelaksanaan uji kelayakan

9. Persetujuan dan rekaman hadiah, kemurahan hati, 

donasi

10. Tindakan dan hasil dari kepedulian -> output WBS

11. Hasil pemantauan, investigasi atau pelaksanaan audit 

oleh organisasi atau pihak ke tiga

1. Kebijakan anti penyuapan

2. Ruang lingkup

3. Sasaran anti penyuapan

4. Kebijakan, prosedur dan kendali sistem manajemen

anti penyuapan

5. Hasil risk assessment

6. Kompetensi

7. Penyediaan pelatihan anti penyuapan

8. Pelaksanaan uji kelayakan

9. Persetujuan dan rekaman hadiah, kemurahan hati, 

donasi

10. Tindakan dan hasil dari kepedulian -> output WBS

11. Hasil pemantauan, investigasi atau pelaksanaan audit 

oleh organisasi atau pihak ke tiga

7 Dukungan

7.5 Informasi Terdokumentasi

Dibuat

Diper
bahar

ui

Diken
dalika

n

(See. Annex A.17)



8 Operasi

Perencanaan dan pengendalian operasi

Uji kelayakan

Pengendalian keuangan dan Pengendalian non keuangan

Penerapan pengendalian anti penyuapan yang dikendalikan organisasi dan
rekan bisnisnya

Komitmen anti penyuapan

Hadiah, kemurahan hari, sumbangan dan keuntungan serupa

Mengelola ketidakcukupan pengendalian anti penyuapan, Meningkatkan
kepeduliaan dan Investigasi dan penanganan penyuapan

1

2

3,4

5

6

7

8,9,10



merencanakan meninjau

 dan mengendalikan

proses yang diperlukan

Kriteria proses mencakup

8.2 – 8.10

Uji kelayakan

Pengendalian keuangan

Pengendalian non-keuangan

Penerapan pengendalian anti 

penyuapan yang dikendalikan

organisasi dan rekan bisnisnya

Komitmen anti penyuapan

Hadiah, kemurahan hati, 

sumbangan dan keuntungan serupa

Mengelola ketidakcukupan

pengendalian anti penyuapan

Meningkatkan kepedulian

Investigasi dan penanganan

penyuapan

8 Operasi

8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi



8.2 Uji Kelayakan

• Uji kelayakan: menilai lebih lanjut 

sehubungan dengan semua posisi  yang 

teridentifikasi risiko penyuapan di atas 

batas rendah  sebagaimana hasil 4.5.

• Membantu organisasi untuk mengambil 

keputusan yang  berhubungan dengan 

transaksi spesifik, proyek, aktivitas, 

rekan  bisnis dan personel.

• Output: mengakhiri/menunda/merevisi.

• Output: prosedur mempekerjakan.

• Petunjuk pelaksanaan : (1) Panduan SMAP 

Poin 8.2; (2) Prosedur Uji Kelayakan

Target Uji
Kelayakan

Personel
Rekan

bisnis/pihak
ketiga

transaksi
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8.3 Financial Control & 8.4 Non-financial Control

8.3 Pengendalian keuangan

-Menerapkan pemisahan tugas

-Melampirkan dokumen pendukung 

pada setiap proses pembayaran

-Membatasi pembayaran tunai

-Dilakukan audit atas pengendalian 

keuangan

8.4 Pengendalian non-keuangan

-Proses PBJ

-Perencanaan, persiapan, pemilihan 

penyedia, pelaksanaan kontrak,  dan 

serah terima pekerjaan.

Mekanisme pengelolaan keuangan mengacu kepada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2020

terkait Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Proses keuangan yang diperlukan untuk mendukung

kegiatan teknis di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah:

a. Prosedur Permintaan/usulan Kebutuhan Dana Kegiatan

b. Prosedur Realisasi Dana

c. Prosedur Pelaporan Keuangan

d. Daftar Prosedur/SOP yang digunakan dalam upaya

peningkatan Sumber Daya Manusia.

Mekanisme pengelolaan pengendalian non

keuangan mengacu kepada Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



8.5 Penerapan Pengendalian Anti Penyuapan yang 

dikendalikan organisasi dan rekan bisnisnya

• Organisasi harus memastikan organisasi 

lain yang dikendalikan  dan rekan bisnis 

untuk

(1) menerapkan SMAP

(2) menerapkan sistem pengendalian anti 

penyuapan yang sejenis

• Why? Keduanya dapat menyebabkan 

risiko penyuapan kepada  organisasi.

• Contoh organisasi yang dikendalikan: 

anak perusahaan, usaha  bersama, atau 

konsorsium dengan suara atau saham 

mayoritas

• Jika tidak menerapkan, hal ini harus 

menjadi faktor yang  diperhitungkan 

dalam mengevaluasi risiko penyuapan 

yang  berhubungan dengan organisasi 

lain yang dikendalikan dan rekan  bisnis 

tersebut.

Menerapkan SMAP

Menerapkan
pengendalian anti 
penyuapan mereka
sendiri

Dapat
dikendalikan

Tidak dapat
dikendalikan

Resiko rendah
Resiko diatas
batas rendah

Pertimbangan dalam pengambilan
keputusaan



8.6 Komitmen Anti Penyuapan Rekan Bisnis

•Komitmen anti-penyuapan (dalam bentuk

tertulis) bagi rekan bisnis yang teridentifikasi

memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah.

•Menghentikan hubungan dengan rekan bisnis

apabila terbukti melakukan penyuapan.



8.7 Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan 

keuntungan serupa

• Gratifikasi

• Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

• Dasar Hukum: (1) Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; (2)

Peraturan Menteri terkait benturan kepentingan (3) Prosedur pengendalian gratifikasi ITDA 

Bogor

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik.  Pemantauan dilakukan per bulan, 

Evaluasi dilakukan per  Semester

Sebagai upaya menjaga integritas dan 

menjaga hubungan baik dengan 

stakeholder, Inspektorat  memiliki 

mekanisme sebagai panduan bagi 

personil untuk memberi dan  atau 

menerima hadiah, donasi, fasiltas dan 

atau perbuatan sejenis yang diatur dalam 

semua dalam Peraturan Walikota Nomor 

27 Tahun 2016 Tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bogor. Inspektorat Daerah Kota 

Bogor berkomitmen memastikan bahwa 

hadiah, donasi, fasiltas dan/atau 

perbuatan sejenis tersebut bukan 
merupakan suap menyuap
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8.8 Mengelola Ketidakcukupan Pengendalian Anti Penyuapan

• Ketika uji kelayakan menentukan bahwa risiko

penyuapan tidak dapat dikelola dengan

pengendalian anti penyuapan yang ada, dan  

organisasi tidak dapat atau tidak ingin

menerapkan tambahan atau peningkatan

pengendalian anti penyuapan atau mengambil

tindakan yang tepat lainnya, seperti mengubah

sifat transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan, 

organisasi harus:

• Dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau

hubungan yang ada,  ambil tindakan sesuai

terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi,  

proyek, aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, 

menghentikan,  menunda atau menarik secepat

yang bisa dilakukan;

• Dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas

atau hubungan baru, tunda atau tolak untuk

melanjutkan.

Kla 8.2 Uji 
Kelayakan

Rekan
bisnis/pihak

ketiga
transaksi

Tidak

cukup
Akhiri, hentikan, tunda



8.9 Meningkatkan Kepedulian

• Mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan itikad baik atas terjadinya

penyuapan, atau setiap pelanggaran atas SMAP.

• Sistem pelaporan pelanggaran (whistle-blowing system).

• Mengizinkan laporan tanpa identitas (Anonim) &  memastikan tidak ada tindakan

pembalasan.

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala.  Pemantauan dilakukan per bulan dan 

Evaluasi dilakukan per semester.

• Dasar Hukum : (1) SOP Wishle Blowing System (WBS), SOP Pengaduan

No-name
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1. PROSEDUR KERJA

1. Pengadu / Whistle Blower menyampaikan pengaduan

kepada UPP (Unit Pengelola Pengaduan) tingkat

Inspektorat Daerah Kota Bogor / FKAP (Fungsi

Kepatuhan Anti Penyuapan). Pengaduan dapat

disampaikan langsung atau secara tidak langsung.

Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan

melalui surat, faksimilie, kotak pengaduan, surat

elektronik (email), media sosial, dan/atau media lain;

2. UPP / FKAP melakukan proses registrasi dan

verifikasi terhadap materi pengaduan.

Terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan

kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat :

1) dugaan kasus;

2) unit kerja terkait;

3) pokok permasalahan/materi pengaduan;

4) ketentuan yang dilanggar; dan

5) kesimpulan;

Terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak

jelas, UPP / FKAP melaksanakan hal-hal sebagai

berikut:

1) meminta informasi tambahan kepada Whistle 

Blower, apabila identitasnya jelas;

2) tidak menindaklanjuti pengaduan, apabila:

a. pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;

b. materi pelanggaran tidak jelas;

c. pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah 

Daerah Kota; dan/atau

d. pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal 

dunia;



8.10 Investigasi dan Penanganan Penyuapan

• Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan

kepada,  personel yang bukan bagian dari peran

atau fungsi yang sedang diinvestigasi.

• mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia
dan hasil investigasi adalah rahasia.

• mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan
kepada manajemen puncak dan fungsi kepatuhan
anti penyuapan.

• Dasar Hukum: (1) Peraturan Menteri BUMN; (2) SOP 

Wishle Blowing System (WBS), SOP Pengaduan

• Output: (1) Meneruskan hasil AI ke APH (2) penerapan
hukuman disiplin (3) tuntutan ganti rugi (TGR) dll



9 Evaluasi Kinerja

Pemantauan, Pengukuran analisis dan Evaluasi

Audit Internal

Tinjauan Manajemen

Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan 
(FKAP)



9 Evaluasi Kinerja

9.1 Pemantauan, pengukuran analisis dan evaluasi

Organisasi harus menentukan (sebelumnya merencanakan):

 Apa yang diperlukan untuk memantau dan mengukur

 Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan

 Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi,

yang diperlukan untuk memastikan keabsahan hasil

 Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan

 Kapan hasil pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan

dievaluasi

 Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan

Organisasi harus mengevaluasi

kinerja dan keefektifan serta 

efisiensi dari SMAP

Informasi

terdokumentasi
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9. Evaluasi Kinerja
9.2.2 Organisasi harus:

 Merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan

memelihara program audit termasuk frekuensi, metoda,

tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan

pelaporan, harus dipertimbangkan pentingnya proses

tersebut, perubahan yang berpengaruh, hasil audit

terdahulu

 Menentukan kriteria audit dan lingkup

 Memilih auditor yang kompeten dan melaksanakan audit

untuk memastikan objektifitas dan tidak memihak*.

 Memastikan hasil audit dilaporkan pada manajemen,

fungsi kepatuhan anti penyuapan, manajemen puncak,

dewan pengarah (jika ada)

 Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti

penerapan program dan hasil audit
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9 Evaluasi Kinerja

9.2 Audit Internal



9. Evaluasi Kinerja
9.2.3 Audit harus wajar, proporsional dan berbasis resiko. 

Audit ini harus terdiri dari proses audit internal yang 

meninjau prosedur, pengendalian dan sistem untuk:

 Penyuapan atau dugaan penyuapan

 Pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan

 Kegagalan rekan bisnis untuk memenuhi persyaratan anti

penyuapan yang berlaku di organisasi

 Kelemahan dalam, atau peluang untuk peningkatan pada

SMAP
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9 Evaluasi Kinerja

9.2 Audit Internal



9. Evaluasi Kinerja
9.2.4 Untuk memastikan objektifitas dan ketidakberpihakan 

dari program audit, audit dilakukan oleh :

a) Fungsi yang independen

b) Fungsi kepatuhan anti penyuapan

c) Orang yang tepat dari departemen atau fungsi yang lain

dari yang sedang diaudit

d) Pihak ketiga yang sesuai

e) Suatu grup yang terdiri dari a) sampai d)
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9 Evaluasi Kinerja

9.2 Audit Internal



9. Evaluasi Kinerja

9.3.1 Tinjauan Manajemen Puncak
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Input

•Status tindakan dari 

tinjauan manajemen 

sebelumnya

•Perubahan dalam isu 

internal dan eksternal

•Informasi pada kinerja 

SMAP

•Keefektifan tindakan yang 

diambil untuk 

menunjukkan resiko 

penyuapan

•Peluang peningkatan 

berkelanjutan dari SMAP

Proses 

 Interval direncanakan

 Pastikan

keberlanjutan, 

kesesuaian, 

kecukupan, 

efektivitas & 

keselarasan dengan

arah strategis

Output

Harus mencakup 

keputusan terkait 

dengan peluang 

peningkatan 

berkelanjutan

Informasi terdokumentasi

Ringkasan hasil tinjauan 

manajemen puncak harus 

dilaporkan kepada dewan 

pengarah(jika ada)

9 Evaluasi Kinerja

9.3 Tinjauan Manajemen



9. Evaluasi Kinerja

9.3.2 Tinjauan Dewan Pengarah
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Dewan pengarah harus melakukan tinjauan secara berkala 

SMAP berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan 

dan setiap informasi lain yang diminta

Organisasi harus menyimpan ringkasan

informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil

tinjauan dewan pengarah

9 Evaluasi Kinerja

9.3 Tinjauan Manajemen



9. Evaluasi Kinerja

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

harus:

• Menilai secara berkelanjutan apakah SMAP cukup secara 
efektif mengelola resiko penyuapan dan diterapkan secara 
efektif

• Melaporkan pada rentang waktu terencana kepada dewan 
pengarah (jika ada) dan manajemen puncak mengenai 
penerapan dari SMAP termasuk hasil investigasi dan audit

9 Evaluasi Kinerja

9.4 Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan



10 Peningkatan

Ketidakesesuaian dan Tindakan 
Korektif

Peningkatan berkelanjutan



Ketika ketidak sesuaian terjadi, organisasi harus:

a) segera bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika berlaku:

1) mengambil tindakan untuk mengendalikan dan 

mengoreksinya;

2) sepakat terhadap konsekuensi:

b) mengevaluasi kebutuhan untuk tindakan menghilangkan 

penyebab ketidaksesuaian, agar hal ini tidak terulang kembali 

atau terjadi ditempat lain, dengan

1) meninjau ketidak sesuaian;

2) menentukan penyebab ketidaksesuaian;

3) menentukan jika ketidaksesuaian serupa pernah ada, atau

dapat secara potensial terjadi;

10 Peningkatan

10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif



Organisasi harus secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, 

kecukupan dan keefektifan sistem manajemen anti penyuapan.

10 Peningkatan

10.2 Peningkatan berkelanjutan
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Tantangan

Penerapan

SNI ISO 37001

Komitmen 

Top 

Manajemen 

Rendah

Penilaian 

Risiko 

Penyuapan 

Tidak Lengkap

Tidak 

Cukup 

Prosedur

Audit 

Internal 

Lemah

sumber: Roni Ilham Maulana, Direktur Monitor KPK (2004-2009)



Informasi terdokumentasi

Lingkup system manajemen anti penyuapan (kla. 4.3)

Penilaian risiko penyuapan (kla 4.5.4)

Kebijakan anti penyuapan (kla 5.2)

Sasaran anti penyuapan (kla 6.2)

Informasi dalam bentuk media penyimpanan yang 

dipersyaratkan untuk dikendalikan dan dipelihara oleh 

organisasi dimana informasi tersebut berada 

Kompetensi personil (kla 7.2.1)

Pelatihan (kla 7.3)

Keluaran dari seluruh proses operasi (kla 8.2 s.d 8.10)

Metode dan hasil dari tiap pemantauan, pengukuran, 

analisis dan evaluasi (kla 9.1)



Program audit dan hasil audit internal (kla 9.2.2)

Hasil tinjauan manajemen puncak (kla 9.3.1)

Hasil tinjauan dewan pengarah (kla 9.3.2)

Hasil ketidaksesuaian, Tindakan koreksi dan korektif (kla 10.1)

Penerimaan kebijakan anti penyuapan oleh personel

Kebijakan, prosedur dan kendali system manajemen anti 

penyuapan

Pelaksanaan uji kelayakan (kla 8.2)

Tindakan yg diambil untuk menerapkan SMAP

Persetujuan dan rekaman hadiah, kemurahan hati, donasi, 

pemberian dan penerimaan keuntungan serupa (kla 8.7)



Tindakan dan hasil dari kepedulian (mis: kelemahan 

system, kejadian upaya kecurigaan atau penyuapan 

aktual (Kla 7.3)

Hasil investigasi (kla 8.10)

Kondisi actual/potensi konflik kepentingan untuk 

mengurangi konflik (Annex A.8.3)



S

(1) Prosedur pelaporan (tanpa nama, mendorong

itikad melapor, perlindungan pelapor) (kla 8.9)

(2) Prosedur mempekerjakan

personil/pegawai (meliputi kepatuhan

thd kebijakan, uji kelayakan saat

rekruitmen-mutasi-promosi, 

disipliner, tdk adanya pembalasan bgi

pelapor, bonus kinerja, deklarasi

kepatuhan yang wajar (kla 7.2.2.1)

(3) Prosedur pelatihan (bentuk kepedulian

organisasi): bagi rekan bisnis,  personil (kla 7.3)

(4) Prosedur bagi organisasi lain yg

dikendalikan untuk menerapkan SMAP atau

pengendalian lainnya: pertimbangan penilaian

risiko (kla 8.5.1)

(5) Prosedur bagi rekan bisnis

yg tidak mempunyai

pengendalian anti penyuapan

(kla 8.5.2)
(6) Prosedur ttg komitmen

rekan bisnis mencegah

penyuapan (kla 8.6)

(7) Prosedur mencegah

adanya tawaran, penyediaan

atau penerimaan hadiah, 

sumbangan, dll (kla 8.7)

(8) Prosedur investigasi

(kla 8.10)

(9) Prosedur audit (kla 9.2.3)

Prosedur wajib

(10) Prosedur Penilaian Risiko (jika

aktivitas di lokasi risiko penyuapan

tinggi) (Annex A.3.3)

(11) Prosedur Uji Kelayakan

(kla 8.2)



Manajemen Risiko

berbasis SNI ISO 31000 
dalam rangka penerapan SNI ISO 37001:2016

Fansuri

Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



Apa itu risiko?



Definisi Risiko

yang disebabkan 

kekurangan informasi

- +

Mempercepa

t, 

mempermud

ah, melebihi

terhadap

sasaran

Memperlam

bat, 

mempersulit, 

dibawah

sasaran

(tidak

tercapai)

risiko peluang
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Indikator sederhana “seberapa penting” Risiko
“berapa kali kata disebut/dituliskan”

Standar/Regulasi/Dokumen Berapa kali kata Risiko

SNI ISO 37001:2016 (Sistem

Manajemen Anti Penyuapan)

228

PP 60 Tahun 2008 (Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah)

150
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PP No. 
60 

Tahun
2008 
(SPIP)

Pasal 3 
(1.b)

Pasal 7 
(a)

Pasal
11 (b)

Bab II 
Bag. 3

Pasal
18 (2.b)

Pasal
23 (a)

Dst…..

Penilaian risiko sebagai unsur SPIP

Pengambilan keputusan 

mempertimbangkan 

risiko

Peran pengawasan…. 

meningkatkan efektivitas 

manajemen risiko

Penilaian Risiko (5 Pasal)

Kegiatan pengendalian 

harus dikaitkan dengan 

proses penilaian risiko

Pengamanan informasi  

mencakup ….   

Pelaksanaan penilaian 

risiko



Manajeme

n Risiko

SNI ISO 

37001 

(SM. Anti 

Penyuapan

)

SNI 

ISO/IEC 

27001 

(SM. 

Keamanan 

Informasi)SNI ISO 

9001 

(SM. 

Mutu)

ISO 19600 

(Compliance

)SNI ISO 

22301 

(SM. 

Keberlang-

sungan 

Usaha)

SNI ISO 

45001 

(SMK3)

SNI ISO 

21500 (Proj. 

Managmt.)

SNI ISO 

14001 (SM. 

Lingkungan)

SNI ISO 

13485 (SMM 

ALKES)

Penilaian Risiko

Penyuapan

Metode Penilaian 

Risiko

Pemikiran

Berbasis

Risiko

Pendekatan

Berbasis Risiko

Penilaian Risiko

Project Risk

Management

Penilaian Risiko

K3

(Kesehatan dan 

Keselamatan

Kerja)

Penilaian Risiko 

Lingkungan

Manajemen Risiko 

Alkes (SNI ISO 

14971)

ERM

=

Not only 

Enterprises 

Risk 

Management

but also
Everything

is

Risk 

Management



RBT

4.5

5.1

6.1

8

9

10
Komitmen pimpinan

menggalakan

pemikiran berbasis

risiko

determinasi risiko

Rencana tindakan

pengendalian risiko

melaksanakan proses 

untuk pengendalian

risiko

Keefektifan tindakan

menangani risiko

Memutakhirkan risiko

dan peluang

Melakukan

peningkatan



79

Pengelolaan risiko dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



MANFAAT MANAJEMEN RISIKO

 Mengurangi kejutan {surprises)

 Memastikan tercapainya tujuan utama

 Meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;

 Meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian  
kinerja

 Meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan

 Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan

 Meningkatnya reputasi organisasi

 Meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai

 Meningkatnya akuntabilitas dan governance organisasi.



Kerangka Manajemen Risiko Proses Manajemen Risiko

SNI ISO 31000:2018 

(Manajemen Risiko – Pedoman)

manajemen risiko : 

aktivitas terkoordinasi

untuk mengarahkan dan 

mengendalikan

organisasi dalam

kaitannya dengan risiko. 



Pencipta

an dan 

Perlindu

ngan 

Nilai

Terintegrasi
Perbaika

n

Berkesin

am-

bungan Terstruktur 

dan 

Komprehen

sif
Disesuaikan

InklusifDinamis

Informasi yg

terbaik yg

tersedia

Faktor

manusia dan

budaya

Prinsip Manajemen

Risiko

Manajemen risiko 
dibangun untuk 

tujuan
menciptakan dan 
melindungi nilai 
sehingga dapat
meningkatkan 

kinerja, mendorong 
inovasi, dan
mendukung 
pencapaian 

sasaran.



Kerangka Manajemen

Risiko

 Tujuan kerangka kerja manajemen risiko 

adalah untuk membantu organisasi 

dalam mengintegrasikan manajemen 

risiko ke dalam aktivitas dan fungsi 

signifikan. 

Efektivitasnya membutuhkan:

Komitmen manajemen puncak

 Integrasinya ke dalam tata kelola 

organisasi





WUJUD PENERAPAN  

MANAJEMEN RISIKO

Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Organisasai 
harus  menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap 
pelaksanaan  kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud  
diwujudkan melalui:

a.pengembangan budaya sadar Risiko;

b.pembentukan Struktur Manajemen Risiko; dan

c.penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.



STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Struktur Manajemen Risiko

menggunakan model tiga lapis

pertahanan :

1.Lapisan pertahanan pertama

2.Lapisan pertahanan kedua

3.Lapisan pertahanan ketiga



TIGA LAPIS PERTAHANAN

Lapisan Pertahanan Pertama

Lapisan Pertahanan Kedua

Lapisan Pertahanan Ketiga

• UPR Instansi, Inspektur, Irban, JFT

• UPR terdiri dari : Pemilik Risiko dan Pengelola

Risiko

• Unit kepatuhan MR melalui reviu dari

Pengelola Resiko

• Pengawasan yang dilakukan melalui Audit 

Manajemen Risiko



Menentukan Kriteria risiko

 Kriteria risiko ditentukan untuk 

mengevaluasi signifikansi risiko dan 

untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan.

 Kriteria risiko sebaiknya 

merefleksikan nilai, sasaran, dan 

sumber daya organisasi serta 

konsisten dengan kebijakan dan 

pernyataan tentang manajemen 

risiko.



Menentukan Jenis (Kategori) Risiko

Kategori (Jenis) Risiko dapat ditetapkan didasarkan pada value (nilai) organisasi yang 
ingin diciptakan dan dilindungi seperti keamanan, keselamatan dan Kesehatan (K3), 
keuangan, kinerja, kepatuhan, reputasi, keamanan informasi dst.

Kategori Risiko Definisi Risiko

Risiko legal Disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi

Risiko fraud / 

penyuapan

Disebabkan oleh kecurangan dan atau penyalahgunaan sumber daya

yang disengaja oleh pihak internal dan atau eksternal yang merugikan

negara

Risiko reputasi Disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku

kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negative terhadap

organisasi

Risiko operasional Disebabkan oleh 

1) Ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, 

kesalahan manusia, dan kegagalan sistem

2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional

organisasi

Dst… Dst…



Kriteria Risiko
a. Kriteria Kemungkinan 

Risiko

Kriteria Kemungkinan dapat 

menggunakan pendekatan statistik 

(probability), frekuensi kejadian  per 

satuan waktu (hari, minggu, bulan, 

tahun), atau dengan expert 

judgement.

Ada dua kriteria penentuan 

kemungkinan yaitu berdasarkan 

persentase atas kegiatan/  transaksi/ 

unit yang dilayani dalam 1 tahun dan 

jumlah frekuensi kemungkinan 

terjadinya  dalam 1 tahun

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO



b. Kriteria Dampak

KONTEKSMANAJEMEN RISIKO

Area Dampak

(1) Fraud

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat

berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud yang diukur.

(2) Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Badan Standardisasi Nasional yang menyebabkan tingkat

kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau

organisasi.

(4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional.

(6) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja



b. Kriteria Dampak Level Kriteria Dampak

KONTEKS MANAJEMEN RISIKO
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Contoh Kriteria Dampak Risiko
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PENGISIAN FORMULIR  

MANAJEMEN RISIKO



Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018



Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018

IDENTIFIKASI RISIKO
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Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018



PENILAIAN RISIKO

Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya  dilakukan upaya 

penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas  penanganannya.

Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko yang telah ditentukan  sebagaimana telah 

dijelaskan pada tabel Selera Risiko.

Tahapan evaluasi Risiko dilakukan dengan menyusun prioritas risiko berdasarkan

besaran risiko dengan ketentuan:

1.Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.

2.Jika besaran risiko sama  urut berdasarkan level dampak  kategori risiko 

judgement Pemilik Risko



PENILAIAN RISIKO

Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya  dilakukan upaya 

penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas  penanganannya.

Pengambilan keputusan mengacu pada Selera Risiko yang telah ditentukan  sebagaimana telah 

dijelaskan pada tabel Selera Risiko.

Tahapan evaluasi Risiko dilakukan dengan menyusun prioritas risiko berdasarkan

besaran risiko dengan ketentuan:

1.Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.

2.Jika besaran risiko sama  urut berdasarkan level dampak  kategori risiko 

judgement Pemilik Risko



PENILAIAN RISIKO



PENANGANAN RISIKO

Informasi yang dicantumkan pada penanganan risiko meliputi:

1. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan besaran risiko tertinggi menuju

terendah

2. Rencana penanganan Risiko

a. Memilih opsi penanganan risiko

b. Menyusun rencana aksi penanganan risiko

c. Menentukan klasifikasi Tujuan SPIP

d. Target Output

e. Jadwal implementasi

f. Penanggung jawab

g. Menetapkan Level Risiko Residu setelah adanya penanganan

h. Menjalankan rencana aksi penanganan risiko

i. memantau Risiko tersisa (Risiko Residual)



Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018



PENANGANAN RISIKO

Opsi Penanganan Risiko

Penerimaan  
Risiko

Penghindaran  
Risiko

Transfer
Risiko

Eskalasi
Risiko

M itigasi
Risiko

Mengurangi kemungkinan

atau menurunkan dampak

risiko

Memindahkan tanggung  

jawab penanganan risiko ke  

unit kerja yang lebih tinggi

Mengalihkan kepemilikan  

risiko kepada pihak lain

Mengubah/menghilangkan  

sasaran dan/atau kegiatan  

untuk menghilangkan risiko

Tidak melakukan tindakan  

apapun terhadap risiko
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Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko  yang dilakukan oleh Pengawas Intern







3. Nilai Identifikasi Risiko 
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Ada Pertanyaan (Diskusi)?
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